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a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan beberapa
perubahan atas pemberian tambahan penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai Penjabat
Sekretaris Oaerah, Pelaksana Tugas (Pit) dan Pelaksana
Harian (Plh), perubahan prosentase pada sanksi
pemotongan Tambahan Penghasilan, dan lainnya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Tim
Pelaksanaan TPP ASN melakukan evaluasi setiap 3 (tiga)
bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati;

c. bahwa dalam rangka penjatuhan sanksi yang
berkeadilan terhadap capaian realisasi belanja modal,
dan belanja barang dan jasa SKPO sebagai diatur dalarn
ketentuan Pasal 34 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Pernberian Tam bah an Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara, sehingga perlu dilalrukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

BUPATITANAHLAUT,

OENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANAHLAUTNOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANGPEMBERlAN TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI

APARATURSIPIL NEGARA

TENTANG

PERATURANBUPATITANAHLAUT
NOMOR 't~ TAHUN2024

BUPATITANAHLAUT
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner

I. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undnng 0 isnr Nc 'ora Rcpublik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undong Nomor 8 Tohun 1965 tentang
Pernbentukan Dacrah Tingkat II Tannh Lout, Daeruh
Tingkat II Tapin don Daerah Tingkot II Tnbulong
(Lernbaran Negara Republik Indonesio Tohun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlik
Indonesia Nomor 2756) dengan menguboh Undang­
Undang Nomor 27 Tohun 1959 tentang Pcnctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
[Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambah an Lernbaran
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Negara Republik lndonesia Nomor 560 I) scbagaimana
telah diubnh beberapa kali dcngnn Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ten lang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2023 ten tang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Repbulik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indoenesia nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ten tang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah an
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambah an Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);

13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Han
Kerja dan Jam Kerja Inslansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedornan Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;
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16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negora dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang
Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi
Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 201B tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun
2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

lB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019
ten tang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17Bl);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor IB1);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 62);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 60);

24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
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(1) TPP diberikan kepada:
a. Pegawai ASNdi Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Pegawai ASN yang sedang menjaJani tugas belajar karenanya

yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari­
hari;

c. Pegawai ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi
vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang
sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

Pasal6

1. Ketentuan Pasal6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 7) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATITANAHLAUTNOMOR7 TAHUN2024
TENTANGPEMBERlANTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAl
APARATURSIPILNEGARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Kabupaten Tanah Laut (Benta Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 57) sebagairnana telah diub h
dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tanah Laut (Bents
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 71);

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tats Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Bents Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2021 Nomor 114);

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023
ten tang Kedudukan, Susunan organisa si, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut [Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2023 Nomor 118);

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara [Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024 Nomor 7);
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d. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Guru, Kepala
Sekolnh, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat
Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;

e. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Tennga
Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD
Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan
Puskesmas;

r. Pegawai ASNyang sedang mengarnbil cuti besar keagarnaan;
g. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah

diberikan TPPASNterhitung setelah 2 (dua) bulan ditelapkannya
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);dan

h. Pegawai ASNyang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan
dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN
terhitung mulai tanggal pelantikan.

(2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk ASN
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang
diangkat/ditugaskan/dilantik dalam Jabatan tertentu di Daerah oleh
Pejabat berwenang yang berpedoman pada ketentuan perundang­
undangan.

(3) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan

diberhentikan dan jabatannya;
b. Pegawai ASN titipan atau rnagang atau yang cuti diluar

tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa
Persiapan Pensiun;

c. Pegawai ASNyang diberhentikan untuk sementara atau di non
aktifkan; dan

d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan honnat atau tidak
dengan hormat.

(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa
dikenakan sanksi pemotongan kepada:
a. Pegawai ASNyang melakukan perjalanan dinas;
b. Pegawai ASNyang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DikJat)

kedinasan;
c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar

untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya
dengan disertai surat keterangan dan dokter/bidan pemerintah
serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan

d. Pegawai ASNyang mengarnbil cuti besar atau cuti lainnya untuk
keperluan ibadah haji atau umroh atau kegiatan keagamaan
lainnyaj adat bagi non muslim.

(5) TPP tanpa dikenakan sanksi pemotongan bagi Pegawai ASN yang
menjalankan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruJ
d adaJah haji pertarna, sedangkan ibadah haji kedua dan seterusnya
dikenakan sanksi pemotongan 3% (tiga persen) dan 30% indeks
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(1) Pegawni ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (7) huruf a diberikan TPP
ASN sebesar pagu TPP ASNSekretaris Daerah.

(10) Pegawai ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang diangkat atau
ditugaskan dan dilantik dalarn .Jabatan tertentu di Daerah oleh
Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2),
ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN
sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan tidak menerima tarnbahan
penghasilan atau sejenisnya dari instansi asal.

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Pit) atau
Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih
tinggi dan diberikan TPP ASN tam bah an sebesar:
a. 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang

dijabat kurang dari 15 hari kalender;
b. 20% (dua puluh persen] Plh atau PLTyang dijabat lebih dari 15

han kalender.
(3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Pit) berhak

mendapatkan tarnbahan TPP ASN dari Tim sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 9 ayat (7) huruf m, huruf n, dan huruf o.

(4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitifyang berhalangan tetap
atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (Pit) atau Pelaksana Harlan (Plh) sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c rnenerima TPP ASN
sebesar:
a. tambahan 10% (sepuluh persen) dan pagu TPPASN Plh atau PLT

yang dijabat kurang dari 15 (lima belas) han kalender;

Pasal 10

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, diuntoro nynt (I) don ayut (2) disi ipkan ayat
born yaitu nyat (Iu), ayat (4) diubah, diantnra oyot (21) dun ayat (22)
disisipkon nynt baru ynitu uyat (210) sehingga POBol10 berbunyi scbngai
berikut:

i iplin n Tl'P seunp h irinyu, 70Qu [tujuh puluh per en] mdek
kin rj di ynrkun pint.

I) T rh d p Jlt-f{ iwni ASN y ang cuti deng 1I1 aln on umroh ntnu kegintan
m n lninnya/ndn! b gi non muslim cbugnimnnu dimnk ud
iv I (4) huruf d, tidnk lebih 12 (dun brill) hnri kerjn terhitung

j k cull ditetapknn oleh P [nbnt berwcnang,
{11 A blln cuti eb gnirnann dimoksud podo nyat (5) lebih dari 12 (duo

bel ) hari, mokn di hori ke- 13 [tign belns] ompoi etcru nyu
dikennknn s mksi pernotongnn 3% [tign persen] dori 3m;, indek
k disiplinon TPP sctinp horinyo, 70% (tujuh puluh per en) indeks
kinerja diboyurkon plot.

(8) TPP diberikan dnri Bulan Jonuori ampai dcngan bulan Descmbcr.
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b. tambahan 200/0(dua puluh per en) dan pagu TPPASNPlh atau
PLTyang dijabat lebih dan 15 (lima belas] han kalender: atau

c. 1000/0[seratus per en] dan pagu TPP ASN Plh atau PLTyang
dijabat 30 (tiga puluh) han kalender atau lebih.

(5) TPP ASNbngi Pegawai ASNyang merangkap sebagai Penjabat atau
Peleksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruI a, huruf b, dan huruf c
dibayarkan terhitung rnulai tanggal rnenjabat sebagai Penjabat atau
Pelaksana Tugas (Pit)atau Pelaksana Hanan (Plh).

(6) Pegawai ASNyang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara
Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d, huruf e dan huruf f
diberikan TPPASNmasing-masing sebesar 20% (dua puluh persen)
dan pagu TPPASN.

(7) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7)huruf g sarnpai dengan
huruf p diberikan TPPASNmasing-masing sebesar 20% (dua puluh
persen) dan total TPPASNyang diterima pada bulan berjalan sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.

(8) TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen] sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g
sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP
tertinggi.

(9) Ketentuan TPPASNuntuk tim atau pengelola berlaku paling banyak
2 (dua) tim atau pengelola.

(10) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9)adalah Tim
atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.

(11) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (7)huruf q, diberikan TPPASNsebesar:
a. 13% (tigas belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan

Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan
barang SKPDuntuk Pengurus Barang Kelas 7;

b. 15% (empat belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan
Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan
barang SKPDuntuk Pengurus Barang Kelas 6; dan

c. 15% (lima belas persen) dan pagu TPP ASN pada jabatan
Kasubbag/ pejabat pengawas yang menangani pengelolaan
barang SKPDuntuk Pengurus Barang Kelas 5.

(12) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf r, dan huruf s diberikan TPP
ASNsebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPPASNyang diterima
pada bulan berjalan.

(13) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambah an sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf t diberikan TPP ASN
berdasarkan pagu SKPD,dengan ketentuan:
a. pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

diberikan TPPASNsebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP
ASN;
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b. . gu Wp5.000.000.000,OO (limo mllior rupioh) /d
Rp10.000.000.000,00 [sepuluh mlliar rupiah] diberikan TPP
ASN sebesar 15% (limo brio per en] dori psgu TPP ASN; atau

c. pOM\) dintns RplO.000.000.000,OO ( puluh millor rupiah)
diberikan TPP ASN scbesar 20% [tign puluh persen) dari pagu
TPPASN.

(14) Terhadap Pegnwai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana
dirnaksud dolom Paeal 9 ayat (7) huruf u, huruf w huruf y don
Pernbantu Pengurus Barnng podo SKPD sebagaimana dimnksud
dnlam Pasal 8 oyot (8) huruf v diberikan TPP ASNberdasarkan Kelas
Joboton, dengan ketentuan:
o. Pegawai ASNdengon Kelas Jobotnn 7 (tujuh) diberikan TPP ASN

sebesar 5% (limo persen] dari pagu TPP ASN;
b. Pegawai ASNdengan Kelas .Jabatan 6 (enom) diberikan TPP ASN

sebesar 10% [sepuluh persen] dari pagu TPP ASN; dan
c. Pegawai ASNdengan Kelas .Jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan

TPP ASNsebesar 15% (lima belas persen] dari pagu TPP ASN.
(15) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tarnbahan sebagai

Pernbantu Pengurus Barang PPKD sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 9 ayat (7) huruf v diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh
persen] dari pagu TPP ASN.

(16) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tarnbahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf w diberikan TPP ASN sebesar
20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.

(17) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagairnana
dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (7) huruf z diberikan TPP ASN sebesar
20% (dua puluh persen) dari TPP ASN atas setiap permasalahan
hukurn Non Litigasi yang diperintahkan atau dikuasakan untuk
didampingi dan/atau atas gugatan (litigasi) yang diterima atau yang
diajukan oleh Pemerintah Daerah.

(18) TPP ASNyang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pad a
ayat (15) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas
setiap gugatan di setiap bulannya,

(19) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 9 ayat (7) huruf aa diberikan TPP ASNsebesar 20% (dua
puluh persen) dari pagu TPP ASN.

(20) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9
ayat (7) huruf bb diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen)
dari pagu TPP ASN.

(21) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan
Kontrak (PPK)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf
cc diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP
ASNyang diterirna pada bulan berjalan.

(21a) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran
sernentara rnendapatkan tambahan TPP sebesar:
a. 10% (sepuJuh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang

dijabat kurang dari 15 hari kalender;
b. 20% (dua puluh persen) Plh atau PLTyang dijabat lebih dari 15

hari kalender.
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(I) SKPDmerniliki tugas, kewajiban, dan tanggungjawab menyarnpaikan
laporan:
a. laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan:
b. laporan keuangan bulanan, sernesteran dan akhir tahun;
c. laporan kinerja bulanan berupa E Kita dan E Kinerja BKN;
d. laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
e. surat permintaan pengesahan belanja BOS beserta rekapitulasi

realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
f. laporan LHKPN.
g. laporan kinerja (LKj)tahunan;
h. laporan dana alokasi khusus;
i. laporan penerimaan gratifikasi;
j. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

(TPTGR);
k. laporan barang milik Daerah;
). surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja JKN, BOK

dan BLVD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja;
dan

m. capaian realisasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa
SKPD ditetapkan:
1. triwulan satu (TW I) sebesar 20% (dua puluh persen);

- 2. triwulan dua (TW II) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
3. triwulan tiga (TW III) sebesar 15% (tujuh puluh lima persen].

Pasal34

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
beriku t:

3. Kctcntuan Pasal 23 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 23 bcrbunyi sebagai
bcrikut:
(I) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang

tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
(2) PernbayaranTPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat

Pernyataan Mcnjalankan Tugas.
(3) Pembayaran TPP bagi CPNS forrnasi jabatan pelaksana dibayarkan

sebesar 80% (delapan puluh persen) dan nilai TPP ASN Kelas
Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS
menjadi PNS.

(4) Pembayaran TPP bagi CPNS Iormasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dan Nilai Jabatsn fungsional
sarnpai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi
PNS.

(5) Dihapus.

(22) Tcrhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak
diperbolehkan mcrangkap jabatan sebagai Pernbantu Bendahara dan
Verifikator.
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/

(2) KPD Y ng tidak menyampOikon laporan ,. rman drma
y t (I) huruf a mp i den n huruf m p: .d ta w ktu y n

ditentukan dan berakib t lang ung m upun ud ..k Ian
m ngganggu Kinerja Pernerintah Daer h kan d. ri n i.

(3) 0 Jam hal capaian real i belanja modal, dan belanj b ran d n
ja 0 SKPD tidak mernenuhi ketentuan seb imana dimak ud pad
ayat (I) huruf m dikenakan nk i bag; P J bat Btruktur I,
Subkoordinator dan/atau PPfK pads bulan berikutnya, berupa
pematongan bagai berikut:
a. capaian realiasasi belanja modal, dan belanja barang dan ja

SKPD pada triwulan I sebesar 2CPA (dua puJuh per n], dengan
ketenruan potongan:
1) capaian realisasi 1O,O<Y'A -19,99 Yc dikenakan potongan 1,5 ~

dari 70% Indeks Kinerja; dan
2) capaian realisasi < 10% dikenakan potongan 2,S Vc dan 7 ~

Indeks Kinerja.
b. capaian realiasasi belanja modal, dan belanja barang dan j

SKPD pada triwulan II sebesar SO% (duo puluh persen), den n
ketentuan potongan:
I) capaian realieasi 3S,OO%-49,99!l/odikenakan potongan 1,5

dan 70% Indeks Kinerja; dan
2) capaian realisasi <3S% dikenakan potongan 2,5 ~I dan 7 "

lndeks Kinerja.
c. capaian realiasasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa

SKPD pada triwulan III sebesar 7S% [tujuh puluh lima persen],
dengan ketentuan potongan:
I) capaian realisasi 60,00%-74,99% dikenakan potongan l,S f~

dan 70% Indeks Kinerja;
2) capaian realisasi <60% dikenakan potongan 2,5 ~' dan 7~'

Indeks Kinerja.
(4) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dirnaksud pada

ayat (2) adalah sanksi untuk Pejabat Struktural, penanggungjawab
rupoksi, dan! atau PPTK.

(S) Sanksi untuk Pejabat Struktural, penanggungjawab rupoksi,
dan/atau PPTK sebagairnana dimaksud pada. ayat (3) adala.h
pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) dari 70% indeks kinerja
untuk setiap laporan dan TPP yang diberikan terhadap seluruh
Pejabat Struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sa.mpai dengan
terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(6) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, dan laporan tunrutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (rPJ'GR) dikarenakan bersifat
personal pengurangan sebesar 2,5% (duo kama lima persen) dari 7r1'l
indeks kinerja, diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana yang tidal<
melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dila.Irukan
terhadap TPP bulan berikutnya, dan apabila belum juga
menyampaikan lebih dan waktu yang ditetapkan maka dikenakan

I I
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall Oktober 2024.

Pasal Il

(1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan TPP ASN
sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah terhitung sejak tanggal
pelantikan.

(2) Sanksi yang dikenakan bagi Pejabat Struktural, Subkoordinator
dan/ atau PPrK terhadap capaian realiasasi belanja modal dan belanja
barang dan jasa SKPD dengan persentase pemotongan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mulai berlaku pada capaian
realiasasi belanja modal, dan belanja barang dan jasa SKPD triwulan
tiga (TWIII).

(3) Ketentuan perubahan dalam Peraturan Bupati ini selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan penjelasan atas Lampiran huruf
O. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN)
angka (3) Faktor Pengurang ayat (1), berlaku efektif pad a pembayaran
TPP bulan September yang dibayarkan pada bulan Oktober.

(4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belurn ditetapkan Kelas
Jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta
jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP
Kelas Jabatan terendah dari jenis jenjang jabatan danj atau jenis
kelernbagaan (eselonisasi) sesuai ketentuan peraturan perundan g­
undangan.

Pasal40A

6. Pada Bab Vlll Ketentuan Peralihan diantara Pasal 40 dan Pasal 41
disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 40A yang berbunyi:

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan pada bulan berjalan,
maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan
pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) dari 30%
(tiga puluh persen) indeks kedisiplinan,

5. Pada Lampiran huruf O. Tambah an Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara (TPP ASN) angka (3) Faktor Pengurang ayat (1) penjelasannya
dilengkapi menjadi:

penund an pernbayaran TPP sampai dengan dipenuhinya kewajiban
penyampaian laporan dimaksud.

(81 Seti p Pegawai ASNyang tidak rnengikuti upaeara resmi dan apel pada
hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen] dari
30 % (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan kerja.

(9) Dalarn hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada
hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP
dengan melampirkan dokumen pendukung.
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BERITA DAERAH KABUPATENTANAHLAUTTAHUN 2024 NOMOR 4~

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal J_(J ~,rt-'btr to",

Pj.B~LAUT'

s~

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPA~LAUT'

SUP RMI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal '-c Stritt"\.tr ~ b(

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcrnturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
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